LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 14 TAHUN 2007 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a bahwadalam upaya meningkatkan pembangunan di desa, perlu adanya
peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam
merencanakan, menggerakan partisipasi masyarakat dan pelaksanaan
pembangunan;

b. bahwa ketentuan yang mengatur lembaga kemasyarakatan di desa
sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b diatas, perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Pedoman
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman,
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga
K etahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG,

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
DESA.



BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1

2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Bupati adalah Bupati Sumedang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

K ecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa

Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang
bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.

Peraturan Desa adal ah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama
Kepala Desa.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan
tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja
pel aksanaan Pemerintah Desa.

Kepala Dusun atau disingkat Kadus adalah perangkat pembantu Kepala Desa dan
unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun.

Lembaga K emasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah
Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga
yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan
Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh
Desa dan Kelurahan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah
wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan
Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di
bidang pembangunan.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesgjahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK
adalah Gerakan Nasional yang tumbuh dari dan untuk masyarakat dengan perempuan
sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju,
dan mandiri.

Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di bidang
kesgjahteraan sosial yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi
mudanya serta melibatkan seluruh generass muda di Desa/lKelurahan yang secara
fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

Lembaga Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LINMAS adalah
komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara ditingkat Desa/K elurahan
yang berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil
akibat malapetaka.



BAB |1
TATA CARA PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan
desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
(3) LembagaKemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Rukun Tetangga (RT);
b. Rukun Warga (RW);
c. LembagaPemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
d. PKK;
e. Karang Tarung
f. Lembaga-lembagalain sesuai kebutuhan.

(4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Peraturan Desa yang tata cara pembentukannya mengacu pada
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB 111
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
Maksud Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yaitu untuk memelihara dan melestarikan
nilai-nilai kegotong-royongan, menumbuh kembangkan peran serta masyarakat secara
optimal dan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu
pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4
Tujuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan peran serta

masyarakat dalam, membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.



